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Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
No. 30 tahun (955,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

#PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja untuk mengatur keamanan dalam
§dung jang dipergunakan untuk umum®.

Pasal [

Katentyan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan
dirl | Velligheidsverordening” Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada tanggal 9
Marec 1932 sebagai telah divbah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah
pts tanggal |4 September 1932 jang diundangkan dalam Bijvoegsel wan het Provin-
sl Bladvan Qost-Java 24 Desember 1932 Seri B No. 13,

Pasal 2

Peraturan daerah Ini jang dapat disebut ,,Peraturan keamanan gedung Kota
Betar Surabaja” mulai berlaku pada tanggal t5 Agustus 1955,

¥epala Daerah  Kota Besar Ditetapkan e¢leh Dewan Perwakilan Rakjat
; Daerah Sementara Kota Besar Surabaja
Surabaja pada tanggal 10 Agustus 1955,
t.c.
RP.A MAKMOER Ketua,
Wakil £t

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :

Sekertaris,

MOH. JACOEB
Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat
bspucusannja No. O/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955

Dlundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15
Aguitus 1955 Serie B No. 11
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WVEILIGHEIDSYERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal |

Surabaja”

i0.

sPeraturan  Keamanan Gedung Kota Begar

BAB 1.

Ketentuan - ketentuan umum

Pasal |.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan:

D.P.R.D.

Kepala Daerah
Kepala P.M. K. :
Gedung

Pertundjukan-
pertundjukan

Rapat-rapat H
Gudang-gudang

Rumah-rumah pengi-
napan dan rumah-
rumah makan 3

Kantor

Pengurus

Pemakai

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaja,
Kepala Daerah Kotramadya Surabaja.
Kepala Pasukan Menjegah Kebakaran Kotamadya Surabaja,

setiap bangunan atau bagian dari bangunan jang berdirl
dlatas pondamen atau landasan-landasan (steunpunten)
jang dipasang ditanah,

pertundjukan sandiwara, bioskop dan lain-lain pertundjuk-
an, termasuk djuga repetisi darl pertundjukan-pertundjuk-
an itu, begitupun chotbah-chotbah, konsert-konsert dan
pesta-pesta untuk umum dengan pertundjukan tari-menar)
atau dansa.

pertemuan orang-orang jang mengadakan perundingan
bersama,

toko-toko dan tempat-tempat penjimpanan besar jang
dalam hal ini ditentukan oieh Kepala Daerah.

tempat-tempat usaha sebagai dimaksud dalam ..Peraturan
Daerah Kota Besar Surabaja mengenai rumsh penginapan,
rumah makan dan pendjualan minuman beratkohol”,

ruangan-ruangan besar melulu atau pada pokoknja diver.
gunakan pekerdjaan-pekerdjaan administrasi jang ditentu.
kan oleh Kepala Daerah,

orang, jang baik untuk diri sendirt sebagai pemilik, mau.
pun zatas perintah atau berdasarkan surat kuasa dari pe.
milik, mengurus gedung sebagai dimaksud dalam peraiu.
ran Ini.

orang, jang njata-njata menggunakan suatu gedung scba
gal dimaksud dalam peraturan ini yntuk tempat usahaz,
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BAB 1.

Kewadjiban-kewadjiban para pengurus gedung jang
digunakan untuk pertundjukan-pertundjukan
atau rapat-rapat.

Pasal 2.

(H Pengurus dilarang memakai gedung jang chusus diperuntukkan atav djuga di-
eruntukkan untuk mengadakan pertundjukan.pertundjukan atau rapat-rapat, untuk
rlperluan tersebut, ketjuali djika pengurus mempunjai keterangan tertulis jang dibe-
tikan oleh Kepala Daerah jang membuktikan, bahwa gedung dimaksud telah dinjata-
kan baik untuk pemakaian tersebut.

f2) Untuk memperoleh keterangan int harus diadjukan permohonan tertulls kepada
Kepala Daerah, jang memuat nama dan tempat tinggal pengurus atau pemakal, djika
bukan pengurus, demikian djuga keterangan djelas mengenai peruntukannja, letak dan
wsunan gedung jang bersangkutan dengan permchonan ity dan dlsertai gambar.
gambar Jang dipandang perlu oteh Kepaia Daerah.

(A Terhadap penolakan permohonan Kepala Daerah jang harus disertal alasan-
thisannja, oleh pemohon dalam waktu satu bufan setelah turunan putusan jang bersang-
hutan diterimakan, dapat diadjukan permohonan banding setjara tertulis kepada D.P.R.D.

Pasal 3.

Pengurus diwadjibkan memasang / menggantungkan surat keterangan tertulls di-
maksud dalam pasal 2 zjat (1), peta~bagan dari masing-masing tingkat gedung serta
tlembar darl peraturan ditempat jang ditentukan oleh atau atas nama Kepala Daerah.

BAB IiI

Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi bagi gedung-gedung
sebagai dimaksud dalam BAB ii.

Pasal 4,

Kepala Daerah tidak memberikan keterangan sebagai dimaksud dalam pasal 2,
djlka menurut pendapatnja gedung atau susunansnja tidak memenuhi sjarat-sjarat ter-
sebut dibawah Ini.

ke-| lantai-lantai tidak boleh mempunjai dasar jang litjin ; ambang pintu dan benda-
benda jang mentjuat tidak boleh dipasang pada !antai-lantai dan gang-gang:

ke-2 tangga-tangga gedurg harus dibuat sedemlkian rupa, sehingga diika terdjadi
suatu bohaja, orang-orang jang 2da dalam gedung harus dapat meninggalkan
gedung aengan selamat;
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gedung harus diperlengkapl dengan pintu~pinty bahaja ditempat-tempat jang
langsung mempunjai hubungan dengan gang-gang, dialan-djalan atau tempat-
tempat terbuka dan lebarnja harus mendjamin sebagaimana diperfukan guna
memberl kesempatan kepada orang-orang Jang ada dalam gedung, apabila ter-
djadl suatu bahaja, untuk meninggalkan gedung dengan selamat;

lebar gang-gang terusan, gang-gang kebakaran dan corridor=corridor dalam
gedung, demiklan djuga djalan-djalan masuk ke-gedung harus sedemikian, se-
hingga djika terdapat suvatu bahaja, orang-orang jang ada dalam gedung dapat
meninggalkan gedung dengan selamat ;

apabila oleh Kepala Daerah dipandang perlu, maka gedung harus diperlengkapi
dengan alat penjaler petir ;

djumlah tempat-tempat duduk tidak boleh jeblh banjak daripada jang diperlu-
kan dan harus diatur sedemikian rupa dengan mengingat susunan gedung guna
kepentingan kelantjaran dan keamanan keluarnja orang jang 2da dalam gedung
djika terdjadi bahaja ;

ketjuali dalam ruangan-ruangan [ang terpisah, dimana djumlabnja tempat-tempat
duduk tidak melebihi djumlah maksimum jang ditentukan oleh Kepala Daerah,
maka tempat-tempat deduk harus tidak dipindahkan, baik karena beratnja,
maupun karena satu dengan fang lain diikat, ataupun dilekatkan pada lzntai;

dalam gedung hanja dipergunakan penerangan listrik, ketjuali lampu penerangan
untuk tanda bahaja ;

kamar-kamar kopt {foyers), tangga-tangga, gang-gang atau djalan-djalan ketjil
dan lain-lalnnja, demikian djuga tanah sekeliling gedung jang langsung berde-
katan jang dipergunakan untuk menampung orang-orang dalam gedung apabila
terdjadl bahaja, harus diberi penerangan dan penerangan bahaja setjukupnja,
satu dan lain dengan memperhatikan sjarat-sjarar jang ditetapkan atau akan di-
tetapkan menurut atau berdasarkan ,Peraturan Keamanan” (Veiligheids-reg-
lement ) ;

dalam gedung sangat diperlukan pemasangan alat-alat pemadam api atau alat-
alat lain untuk keamanan ditempat-tempat Jang ditundjuk Kepala Daerah sue
paja dapat bertindak tjepat djika terdjadi kebakaran ;

ke-i0 gedung harus mempunjai satu atau lebih lontjengjbel tanda kebakaran ataw

T

pesawat tiloun jang disambung dengan kantor Tilpun setempat atau Pasukan
Ment|jegah Kebakaran.

Pasal 5.

Keterangan pernjataan baik jang telah diberikan dapat ditlabut oleh Kerpala

Daerah, djika gedung atau susunannfa, menurut percimbapgannja, tidak lagl memenuhl
sjarat-sjarat jang dicetapkan atau akan ditetapkan kemudian; putusan gentjabutan
harus disereal alasan-alasannja.
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(94} Terhadap putusan pentjabutan, maka Jang bersangkutan dapat mengadjukan
surat banding kepada D. P, R.D. dalam waktu satu bulan sedjak tanggal turunan pu-
tusan itu diterimakan kepada jang bersangkutan,

BAB 1V,
Bagian 1.

Kewadjiban-kewadjiban pemakai-pemakai gedung jang diper-
untukkan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat.

Pasai 6.

Pemakal dilarang menggunakan gedung dengan tudjuan sepertl tersebut dalam

pasal 2 jang tidak mempunjai keterangan tertulis Jang sjah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2.

Pasal 7.

Pemakal gedung dimaksud dalam pasal 2 diwad|lbkan, selama waktu diadakan

pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat, mentaati ketentuan-ketentuan jang ter-
muat dalam bagian ini.

Pasal 8.

(n Dilarang dalam gedung selama diadakan pertundjukan - pertundjukan atau
rapat-rapat :

a. mempunjai kursi-kursi, kuda.kuda {krukjes), bangku-bangku, media-medja
atau alat-alat lain jang menghalang-halangi kebebasan orang untuk berdjalan;

b. mengambil tempat jang diperuntukkan untuk tempat berdiri.

{1 Larangan ini tidak berlaku bagi ruangan-ruangan jang dalam peta-bagan di-
maksud dalam pasal 3, ditjatat oleh atav atas nama Kepalz Daerah sebagal vempat-
tempat jang dibebaskan dari larangan tersebut.

Pasal 9.

Mulai saat gedung dibuka untuk para pengundjung hingga mereka meninggal-
kan gedung, platu-pintu keluar harus dibuat sedemikian rupa, sehingga pintu-pintu
Ini dengan sedikit tekanan sadja sudah terouka dari dalam,

Pintu-pints sorong pagar dan pintu-pintu sorong gedung, selama waktu ter-
sebut dalam allnea pertama pasal inl, harus dibuka seluruhnja dan dilekatkan erat-
crat setfara Jang ditentukan cleh Kepala Daerah.
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Pasal 10.

Pemakai gedung selandjutnja diwadjibkan selama waktu tersebut dalam pasal 9

mendjaga supaja lapis-lapis lantai dan tangga dilekatkan benar-benar dan me-
rupakan permukaan jang rata;

mendjaga supaja selembar gambar susunan tempat-tempat duduk jang ditanda-
tangani oleh Kepala Pasukan Mentjegah Kebakaran dan Jang tidak boleh ter-
dapat tjoretan-tjoretan, digantungkan disebelah surat keterangan/peta-bagan/
peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3;

mendjaga supzja lampu-lampu penerangan danfatau lampu.lampu bahaja Jang
tersebut dalam pasal 4 sub 8 dalam keadaan baik, demikian djuga alat-alat
pemadam api dan alat-alat untuk keamanan dimaksud dalam pasal 4 sub 9;

mendjaga supaja pada dinding-dinding dan pintu? jang ditundjuk oleh Kepala
Daerah, dipasang tulisan jang menundjukkan tempat untuk berdjalan keluar;

mentaati perintah Kepala P. M. K. tentang pemasangan surat-surat pengumu-
man dimaksud dalam pasal 19 pada tempat-tempat jang dianggap perlu dan

mendjaga supaja pemberitahuan-pemberitahuan itu harus tetap pada tempat-
tempat tersebuc.

Pasal Il.

Dilarang selama waktu gedung dibuka bagi para pengundjung membawa barang-

barang penghiasan untuk pertundjukan (decorasi) dan bakan-bahan pembungkus dalam
gedung atau bahan-bahan lain ataupun benda, jang djumlahnja lebih banjak darl pada
jang diperkenankan ofeh Kepala Daerah karana mengingat adanja bahaja kebakaran.

Kepala Daerah berwenang memerintahkan supaja barang-barang decorasi terse-

but dibuat tahan-api atau sukar terbakar,

M

Pasal |2
Dilarang pada waktu pertundjukan-pertundjukan berfangsung :

mempergunakan pesawat-pesawat bioskop, ketjuali djika pesawat-pesawat ini
dinjatakan baik oleh Kepala Daerah jang sebagai buk:i diberikan tanda pernja-
taan baik oleh Kepala P.M.K. satu dan lain dengan memperhatikan sjarat-
sjarat chusus jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian bagi pesawat-
pesawat tersebut menurut atau berdasarkan ,peraturan bahaja” ;

mempergunakan pesawat-pesawat bioskop, ketjuali djika pesawat-pesawat itu
dipasang dalam cabine jang dlbuat dari bahan-bahan jang tahan api, ialah
cabine menurut tjontoh dan susunan jang dinjatakan baik oleh Kepaia Dserah,
sesuai dengan sjarat-sjarat chusus jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemu-
dian bagi pesawat? tersebut menurut atau berdasarkan ,peraturan bahaja” ;
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c. dalam cabine-cablne atau Jang berhubungan dengan tempat.tempat penjimpanan
fiim: merokok, memakal api, mempunjal atau menjlmpan bahan-bahan Jang
tidak tahan apl, sudah terbakar atau dapat meledak, menggantungkan pema-
kaian, mempunjai atau membiarkan suvatu benda jang tidak diperiukan untuk
mendjalankan perusahazn, atau mempergunakan penerangan lain selain jang di-
pergunakan untuk projeksl dan penerangan ruangan itu fang disjahkan oleh
Kepala Daerah,

Turunan dari ketentuan farangan ini harus digantungkan setjara jang sudah
terlihat dalam c¢abine atau tempat penjimpanan tersebur,

ih Ketentuan-ketentuan calam ajat § diatas tidak berlaku untuk pesawat-pesawat
Jong dalam pemakaiannja dipergunakan lampu jang kurang dari 500 watt. Penerangan
deingan mempergunakan arang batu bara (koolspitsen) tidak diperkenankan untuk:
keperluan ipi,

Pasal [3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 sub 8 dan pasal 12 ajat ()
wib ¢, dilarang dalam gedung memasang apl atau menjalakan sinar, ketjuali djika su-
wian dan  perbuztannja disjahkan oleh Kepala Daerah mengingat kemungkinan ada-
i+ bahaja kebakaran.

Pasal |4,

Pemakai-pemakal gedung iang harus memenuhi sjarat-sjarat untuk mengadakan
aht alat pemadam kebakaran danfatau laln-lain alat keamanan, wadjib memeriksaksn
alw -alat tersebut dimuka pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang ditundjuk pada
wal-tu jang dizentukan oleh Kepala Daerah,

Pasal |5.

Selambat-lambatnja 24 djam sebelum mengadakan pertundjukkan atau rapat,
bopala P.MLK. harus diberitahukan setjara tertulis tentang tempat, hari dan djam di-
el lannja pertundjukan atsu rapat tersebut.

Ketentuan-ketentuan ini tidak Eerlaku djika pertundjukan atau rapat itu dl-
bundjungi oleh tidak lebih dari 20 orang.

Pasal 186,

L} Pemaksl gedung diwadjibkan segera memenuhi petundjuk-petundjuk, jang di-
b lkan kepadanja eleh pegawai-pegawal Pasukan Mentjegah Kebakaran jang diserahi
i -#an pengawasan untuk mendjamin keamanan selama waktu diadakan pertundjukan
o rapat dalam gedung.

Lfl Djika karena akibat darl tidak mentaati salah satu dari ketentuan-ketentuan
apran int atau petundjuk-petundjuk dimaksud dalam ajat {|) pasal ini dikawatirkan
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adanja bahaja untuk djiwa manusia, maka pegawai-pegawal Pasukan mentjegah Keba-
karan jang diserahi pengawasan tersebut, berhak memerintahkan supaja pertundjikan
atau rapat tersebut dihentikan dan mengambil tindakan-tindakan jang perlu.

Bagian I1.

Kewadjiban pengurus-pengurus atau pemakai-pemakai gedung, kantor, geredja,
rumah makan, ruangan pameran, rumah sakit, rumah penginapan
dan gedung sekolah.

Pasal |7.

1) Pemakal-pemakai gudang-gudang /tempat-tempat penjimpanan barang, kantor-
kantor, geredja—geredja, rumah-rumah penginapan dan gedung-gedung sekolah, diwa-
djibkan mendjaga pintu-pintu gang keluar dan pintu-pintu babaja bebas dari semua
penghalang-pedghalang sehingga orang-orang jang ada didalam apabila terdjadi bahaja,
mempunjai kesempatan penuh untuk meriggalkan gedung dengan am-n,

(2) Ketentuan dalam pasal-pasal 4, 8, 9, [0, |3, dan 14 berlaku djuga setelah
djiangka waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diberitahukan setjara tertulis
kepada pemakai-pemakai gedung jang bersangkutan dan mengenai pasal 4 kepada pe-
ngurus jang bersangkutan, terhadap gedung-gedung dan tempat-tempat usaha, sepan-
djang ofeh Kepala Daerah dipandang perlu ditindjau dari segi keamanza.

Bagian III.

Kewadjiban pemakai-pemakai tempat-tempat pemberhentian di pasar-pasar
malam, pekan raya, fancy-fair dan tempat-tempat usaha jang serupa ini.

Pasal I8.

Barang siapa dalam tempat? usaha dimaksud dalam Bagian III ini dan tidak
termasuk gedung-gedung dimaksud dalam pasal 2 ajat (}} memakai tempat pember-
hentian {parkir), wadjib djika memakai tempat pemberhentian itu, mentaati peraturan.
peraturan jang diberikan oleh Kepala Daerah untuk mentjegah bahaja kebakaran dan
langsung mendjalankan semua petundjuk jang diberikan cleh pegawai-pegawai Fasukan
Mentjegah Kebakaran untuk mendjamin keamanan umum seclama tempat usaha ity
dibuks ntuk umum,

BAB V.
Kewadjiban-kewadjiban para pengundjung gedung-gedung selama waktu
diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat.rapat
Pasal 19,

(1) Selama diadakan pertundjukzn-pertundjukan atau rapat-rapat dalam gedunge
dalam haf ke-l djika dalam gedung itu berkumpu! 20 orang atau [lebih - maka para
pengundjung gedung wadjib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
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ke-1. dengan tidak mengurangl ketentuan dalam pasal 8 ajat (2), dilarang memakal
tempat-tempat untuk berdiri;

be 2, HMarang masuk dan berada ditempat-tempat jang terlarang, jang dinjatakan de.
ngan surat pengumuman menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

be 3. dilarang merokok ditempat-tempat jang terlarang, jang dinjatakan dengan su-
rat pengumuman menurut tfonctoh Jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1 Pegawal-pegawal Pasukan Mentiegah Kebakaran jang diserahi dengan pengawa-
van, berwenang memerintahkan peagundjung-pengundjung jang berbuat pelanggaran
serhadap salah satu atau lebih .dari ketentuan-ketentuan [ang termuat dalam ejat (l)
paral ini, untuk segera meninggatkan gedung dan mengambil tindakan-tindakan Jang
anggap perlu.

BAB VI
Ketentuan-ketentuan hukuman dan ketentuan-ketentuan penutup.
Pasal 20.

i Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Ini dihukum dengan
mikuman kurungan sefama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak®nja seratus rupiah,

h Hukuman-hukuman maksimum tersebut dalam ajat (1) pasal ini diperlipatkan
dua, djika waktu berbuat pelanggaran tersebut belum lewat satu tahun sedjak hukuman

sbilh dulu, jang dikenakan kepada jang bersalah karena pelanggaran jang sama dan
pwrp tidak dapat diubah lagi.

] Mengenai badan-badan hukum ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan
poaturan ini berlzku terhadap anggota-anggota pengurus.

Pasal 2L

Dalam hal-hal atau dengan alasan-afasan jang luar biasa atas permohonan ter-
wli. dari jang bersangkutan, Kepala Daerah berwenang untuk memberikan perketju-
slan penuh, sementara atau bersjarat terhadap salab satu ketentuan atau lebih dari
prraturan ini.

Pasal 22.

I+ Jang diserahi djuga dengan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran pera-
s ini ialah selain Kepala Daerah, pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran
#o pegawai-pegawal Bagian Pengawasan umum,

i Pegawai-pegawai tersebut dalam ajat (|) diatas, berwenang mita kepada pemi-
s jemilik dan pemakal-pemakai supaja diperkenankan memasuki gedung-gedung di-
wabud dalam peraturan inl, guna memeriksa ketaatan terhadap pelaksanaan ketentvan-
beientuan peraturan ini, jang harus segera dipenuhi oleh pemilik-pemilik atau pemakai-
piakai gedung, dengan ketentuan, bahwa dalam rapat-rapat jang tidak dapat dimasuki
sl umum selama rapat berlangsung, pegawai-pegawai dalam ajat (I} tersebut diatas
banjs diperkenankan masuk djika rapat tidak berkeberatan,



